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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 52 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

8. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan   Pemerintah Nomor   35   Tahun   2023 Ketentuan 

Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
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17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional  

(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi   Pemerintahan   Daerah   (Berita   Negara   

Republik   Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13); 

25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11); 
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26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2022  Nomor 7); 

27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 29) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 20217 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 66); 

28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 

29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun  2021 Nomor 3,  Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 56); 

30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 6); 
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31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2024 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

periode anggaran. 

12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak  dapat  dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 
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14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya 

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

15. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 

 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.084.048.791.725,- bertambah 

sebesarRp8.833.273.336,- sehingga menjadi Rp1.092.882.065.061,- dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan daerah: 

1. semula                                   Rp 941.023.791.725 

2. bertambah Rp     16.550.561.221 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  Rp 957.574.352.946 

b. Belanja daerah: 

1. semula                                   Rp1.084.048.791.725 

2. bertambah            Rp  8.833.273.336 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.092.882.065.061 

c. Pembiayaan daerah: 

1. Penerimaan pembiayaan: 

a) semula                            Rp   143.025.000.000 

b) berkurang  Rp (7.573.287.885) 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 135.451.712.115 

2. Pengeluaran pembiayaan: 

a) semula                               Rp 0 

b) bertambah  Rp 0 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan  Rp 135.451.712.115 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp  0 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini terdiri dari: 
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a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan 

Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 

Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 

c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah 

Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah; 

d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah 

Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah; 

e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan 

Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Bantuan Sosial; 

f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan 

Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Bantuan Sosial; 

g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan 

Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Bantuan Keuangan; 

h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan 

Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Bantuan Keuangan; 

i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi 

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten); 

j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi 

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; 

k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi 

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa; 

l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; dan 

m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan. 

 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali 

Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali  

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 27 September 2024 

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 27 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 52 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH 
NIP. 19780608 200903 1 004 

 


